BUPATI LOMBOK TENGAH
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI
NOMOR £ Z TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG /JASA DI

Menimbang :

Mengingat

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang dan Jasa di
Desa di atur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota
berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan



Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1571, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

di Desa.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

Desa adalah desa-desa yang berada di Kabupaten Lombok Tengah;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.



10.

12.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan Barang dan

Jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang
dan Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola

maupun melalui penyedia Barang dan Jasa.

Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pelaksana

kegiatan sesuai bidang tugasnya

Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat TPBJ adalah
Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan

proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang

menyediakan Barang dan Jasa.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

Tim pengelola kegiatan.



13.

14.

(1)

Tim Asistensi/Tim Tekhnis adalah Tim yang dibentuk Bupati dengan
tugas dan fungsi meningkatkan kapasitas SDM dan memberikan layanan

konsultansi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah

Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk
memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan

Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang dibiayai dengan dana APB Desa.

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan
Barang/Jasa Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan
sesuai dengan prinsip prinsip Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan pengadaan Barang dan jasa adalah
pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari APBDesa;
Pengadaan Barang dan Jasa berupa belanja modal tanah tidak termasuk

dalam ruang lingkup Peraturan Bupati ini.



(1)

BAB IV
PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan

sasaran dengan kualitas yang maksimum;

efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan
kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara

luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang dan Jasa;

pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang dan Jasa
harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat

untuk dapat mengelola pembangunan desanya;

gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma
oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;

dan

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang
terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat

dipertanggungjawabkan.



(2)

(1)

()

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran,
dan pemborosan keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

PKA menyusun dan menetapan rencana pengadaan Barang dan Jasa

sesuai yang tertuang dalam DPA;

Penyusunan rencana pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksud ayat (1) meliputi :

a. biaya Barang dan Jasa itu sendiri;

b. biaya pendukung dapat berupa biaya pemasangan, biaya
pengangkutan dan biaya pelatihan; dan/atau

c. biaya administrasi, dapat berupa biaya penggandaan dokumen-

dokumen pengadaan,biaya ujicoba Barang dan Jasa sebelum diterima

oleh PKA.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA

Pasal 6

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dilaksanakan oleh :

a.

b.

PKA

TPBJ



(1)

(2)

Pasal 7

PKA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;;
Tugas pokok dan kewenangan PKA adalah sebagai berikut :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas

beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dan bidang tugasnya;
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas
pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan yang berada dalam

bidang tugasnya; dan

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya

untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa

menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang

meliputi:

1) Pemaketan pekerjaan berdasarkan lokasi, jenis Barang dan Jasa
atau aliran dana;

2) Spesifikasi teknis Barang dan Jasa;

3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) terhadap pengadaan yang akan

dilaksanakan;

4) Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal
pelaksanaan. sesuai Spesifikasi atau ketentuan yang tertuang

dalam surat perjanjian/kontrak;

5) Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa setelah

melalui pemeriksaan dan pengujian;



(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

6) Menyampaikan hasil Pengadaan Barang dan Jasa kepada

PKA.

7) Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa

8). PKA mengusulkan perubahan RAB, Spesifikasi teknis jika

terdapat ketidaksesuaian di lapangan;

9) Dalam hal perubahan dimaksud huruf f angka 8) berakibat
berubahnya anggaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
Pasal 8

TPBJ ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

TPBJ terdiri dari unsur perangkat Desa dan unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Anggota.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kepala dusun:

TPBJ berjumlah 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan kapabilitas

SDM serta anggaran (APBDesa) yang dimiliki.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada

saat penyusunan RKP Desa

Untuk dapat diangkat sebagai TPBJ harus memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. Memiliki integritas;

b. Memiliki disiplin tinggi;

c. Memiliki tanggung jawab dan manajerial untuk melaksanakan tugas;



d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki

keteladanan dalam sikap dan tidak terlibat KKN.
(7) Tugas pokok dan kewenangan TPBJ adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
meliputi: menyusun rencana pemilihan, jadwal, dan dokumen

pengadaan;

b Mengumumkan pengadaan barang/jasa di tempat pengumuman yang

mudah diakses oleh masyarakat di desanya;

c. Menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis

maupun harga dari penyedia;
d. Melakukan negosiasi dan menetapkan penyedia.

(8) Dalam menyusun rencana anggaran biaya Pengadaan Barang/Jasa di
Desa harus berpedoman pada Standar Harga Satuan dan Upah Tahun

Anggaran yang berlaku di Desa.

(9) Dalam hal belum ada Standar Harga Satuan dan Upah Tahun Anggaran
di Desa maka berpedoman pada Standar Harga Satuan dan Upah
Kabupaten.

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Paragrap 1 Umum
Pasal 9

(1) Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara:
a. Swakelola;
b. Penyedia.

(2) Pengadaan Barang dan Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara

Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari



(1).

wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja,

dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian
maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
Paragrap 2 Pengadaan
Pasal 10
Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh

penanggung jawab anggaran atau kelompok masyarakat.

. Penyusunan = jadwal kegiatan  Swakelola dilakukan  dengan

mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.

Pelaksanaan Swakelola oleh PKA meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan
konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat,
tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
Paragrap 3 Perencanaan Swakelola
Pasal 11

PKA menetapkan Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;



c. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi sederhana);
d. Spesifikasi teknis (untuk barang); dan
e. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan
dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana Kkerja mingguan

dan/atau rencana kerja harian;

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja

(apabila diperlukan).

PKA selaku penanggung jawab kegiatan mengumumkan rencana
pengadaan barang/jasa ditempat pengumuman yang mudah dilihat oleh
masyarakat luas di Desanya.
Paragrap 4 Pelaksanaan Swakelola
Pasal 12

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana

pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola;

b. Kebutuhan Barang dan Jasa termasuk didalamnya bahan/material
untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan
dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang

dianggap mampu.
Pelaksanaan Swakelola dilakukan sebagai berikut:

a. PKA mengkaji ulang jadwal pelaksanaan, kebutuhan tenaga,
kebutuhan bahan, peralatan atau suku cadang dan pengukuran
dilokasi pekerjaan;

b. PKA menunjuk, mendatangkan dan mengatur tenaga kerja yang

dibutuhkan;



(3)

(4)

PKA mendatangkan dan mengatur bahan, peralatan atau suku

cadang sesuai jadwal yang telah ditentukan;

PKA mencatat penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan

setiap hari dalam laporan harian;

Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara

berkala berdasarkan daftar hadir pekerja;
Kemajuan kegiatan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap
minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

Kemajuan kegiatan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan
dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana;

dan

PKA melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan

rencana yang telah ditetapkan.

Kebutuhan Barang dan Jasa termasuk didalamnya bahan baku/material

untuk mendukung kegiatan Swakelola yang tidak dapat disediakan

dengan cara Swakelola, dilakukan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang

dianggap mampu yaitu :

a. Pembelian bahan baku untuk Pembangunan Jembatan Desa.

b. Sewa peralatan untuk Swakelola Pembangunan Balai Desa, dan

C.

Barang dan Jasa yang lainnya.

Khusus untuk pekerjaan Konstruksi dapat ditunjuk tenaga

teknis/konsultan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan

pekerjaan;



(1)

(3)

BAB VIII
PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA
Paragrap 1 Ketentuan Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 13

Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Barang dan Jasa

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Barang dan Jasa dalam

rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi

kebutuhan Barang dan Jasa secara langsung di Desa.

Penyedia Barang dan Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki

tempat/lokasi usaha.

Penyedia Barang dan Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.

Memenuhi perijinan sesuai peraturan perundang-undangan untuk

menjalankan kegiatan usahanya;

Sebagai wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT

Tahunan).

Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial

untuk menyediakan Barangdan Jasa;

Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain

vang diperlukan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya
tidak sedang dihentikan oleh pihak yang berwenang dan tidak masuk

daftar hitam.



(2)

(1)

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang
dan Jasa untuk pekerjaan Konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli

dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Paragrap 2 Rencana Pengadaan Melalui Penyedia
Pasal 14

PKA menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar

setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut.

b. Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau

ongkos pengambilan atas Barang dan Jasa yang akan diadakan.
c. Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah memperhitungkan pajak-pajak dan
retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Paragrap 3 Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia
Pasal 15
Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dilaksanakan sebagai berikut :
a. TPBJ membeli Barang dan Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang dan

Jasa.

b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa
permintaan penawaran tertulis dari TPBJ dan tanpa penawaran

tertulis dari penyedia Barang dan Jasa.

c. TPBJ melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang

dan Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.

d Penyedia Barang dan Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,

faktur pembelian, atau kwitansi untuk dan atas nama PKA.



(2) Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) dilaksanakan sebagai berikut :

a. TPBJ memesan/membeli Barang dan Jasa kepada 1 (satu) Penyedia

Barang dan Jasa.

b. pemesanan/pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dilakukan TPBJ dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari
Penyedia Barang dan Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa
(rincian Barang dan Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan

satuan).

c. Penyedia Barang dan Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang
berisi daftar Barang dan Jasa (rincian Barang dan Jasa atau ruang

lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
d. TPBJ melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan;

e. TPBJ melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang
dan Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah dan dituangkan

dalam berita acara negosiasi.

f. Penyedia Barang dan Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota,
faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama PKA.

(3) Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,-(dua
ratus juta rupiah) dilaksanakan sebagai berikut:

a. TPBJ mengundang dan meminta 2 (dua) atau lebih penawaran secara
tertulis dari 2 (dua) atau lebih Penyedia Barang dan Jasa yang
berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian Barang dan
Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan} dan

spesifikasi teknis Barang dan Jasa.



Penyedia Barang dan Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang
berisi daftar Barang dan Jasa (rincian Barang dan Jasa atau ruang

lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.

TPBJ menilai pemenuhan spesifikasi teknis Barang dan Jasa
terhadap kedua/lebih Penyedia Barang dan Jasa yang memasukan

penawaran.
Apabila Spesifikasi Teknis Barang dan Jasa yang ditawarkan :

1) Dipenuhi oleh dua/lebih Penyedia Barang dan Jasa, maka
dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara

bersamaan.

2) Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang dan Jasa, maka TPBJ
tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar)
kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi Spesifikasi

teknis tersebut.

3) Tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang dan Jasa, maka TPBJ

memproses ulang Pengadaan Barang dan Jasa.

Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf d)
angka 1) dan 2) dilakukan secara bersamaan (terbuka) untuk

memperoleh harga yang lebih murah.

Apabila Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka
3), maka TPBJ melaksanakan Lkembali proses pengadaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan diserahkan

kepada PKA untuk dituangkan dalan Surat Perjanjian;

Surat perjanjian antara PKA dan Penyedia Barang dan Jasa yang

berisi sekurang-kurangnya:



(4)

(2)

(1)

1) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
2) Para pihak;

3) Ruang lingkup pekerjaan;

4) Nilai pekerjaan;

5) Hak dan kewajiban para pihak;

6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

7) Ketentuan keadaan kahar; dan

8) Sanksi.

Nilai Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
huruf a, b dan ¢ dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati sesuai dengan
kondisi ekonomi dan perkembangan harga dalam batas kewajaran.
Paragrap 4 Serah Terima Barang dan Jasa
Pasal 16
PKA memeriksa hasil pekerjaan terhadap kesesuaian dengan Spesifikasi,
jumlah dan ketentuan yang tertuang dalam nota/faktur, surat pesanan

atau surat perjanjian/kontrak;

PKA melakukan serah terima Barang dan Jasa sesuai dengan Spesifikasi,
jumlah dan ketentuan yang tertuang dalam surat nota/faktur, surat
pesanan atau surat perjanjian/kontrak dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima Barang dan Jasa;

BAB VIII

PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilaporkan oleh PKA

kepada Kepala Desa.



(2) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa selesai 100% (sasaran
akhir pekerjaan telah tercapai), PKA menyerahkan hasil Pengadaan
Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima

Hasil Pekerjaan.

Pasal 18
(1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini Bupati melakukan pembinaan

dalam bentuk konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Dalam melakukan pembinaan Bupati mendelegasikan kewenangannya

dengan membentuk Tim Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
(3) Keanggotaan Tim Asistensi paling sedikit memuat unsur :

a. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Instansi pembina desa;

c. Instansi teknis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Format dokumen pengadaan Barang dan Jasa termuat dalam Lampiran dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2014 yang telah diubah dengan Perturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21
Untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Desa mulai Tahun 2019 wajib

berpedoman pada Peraturan ini.



Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.
Ditetapkan di Praya

pada tanggal 24 September 2018

Diundangkan di Praya

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR



